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Dorongan Ay

Rancangan Undang-Undang ten-
tang Pelindungan Saksi dan Korban
(RUU PSDK) masuk dalam Pragram
Legislasi Nasional (Prolegnas)
2026. Pemerintah dan DPR sedang

Dafta

Masalah (DIM) regulasi tersebut.

Namun. ada dorongan agar peran
dan kewenangan Lembaga Perlin-
dungan saksi dan Korban (LPSK)
diperkuat dan diperluas hingga ke
daerah.

Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Bob Hasan, Kamis

ar Keheradaan LPSK
Diperiuas Sampai Daerah Menguat

(4/12/2025) bahwa
proses harmonisasi Rancangan
Undang-Undang tentang Pelin-
dungan Saksi dan Korban (RUU
PSDK) akan menguatkan posisi
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) sebagai lembaga
negara yang memiliki kewenangan

Kali

Har ini
kan LPSK sebagai lembaga negara
yang berwenang melakukan pelin-
dungan tersebut,” ujar Bob.
Bob juga menjelaskan rencana
penguatan kehadiran LPSK di
daerah dalam RUU tersebut. Hal
sejalan dengan meningkatnya ke-

penuh dalam pelin-
dungan bagi saksi, pelapnr, korban,
informan. hingga ahli.

“Setiap saksi, saksi pelapor,
korban, informan, maupun ahli
akan mendapatkan pelindungan.

WILLY ADITYA, Ketua Komisi XIIl DPR

Ini Penting Agar Lebih
Dekat Dengan Rakyat
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Penguatan
jawaban ata:

sclama ini
korban.

kelembagaan di
daerah menjadi
5 tetapi menyangkut
keamanan, kendisi
psikologis korban,

hingga manajemen

berbagai tantangan
akses keadilan yang

p ak-
ses pelindungan hukum. Maka dari
itu, ia berharap LPSK dapat mem-
bentuk kantor di setiap provinsi,
bahkan hingga tingkat kabupaten/
kota."Pelindungan harus dapat
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administrasi,

adapi

Ada wacana memperluas LPSK
sampai ke daerah dalam pemba-
hasan R S Kompr

P

torpusat di pusat saja. ietupi hudic
Icbih dekat dengan masyarakat

Apa tujuan dari perluasan LPSK
di daerah

Penguatan kelem n di da
rali enjadi jawaban atas beibagai
tantangan akses keadilan yang scluma
ini dihadapi korban, Dengan struktur
yamy lebib terdesentealinai a

respons yang I
nsi terhadap kebutuhan

lindung:

Bagaimana dengan kriteria
figur yang akan mengisi LPSK di

W perju
Takian 11 Limdiagy Kr b, Kita ficnie
butuhkan orang-orang dengan latar

Sepertinya perlu masukan ber-
hagai pilak?

mampu me
h cepal. tepat. dan

LPSK.
ksi dan korban

Derkeadilun,

revisi RULU ini?
sakst
beriring
sistem pemidar

hukuman, tet
Ko,

kunci keberhasilan RUU

DPR membuka ruang par-

Apa harapan Anda terhadap

Deagiiitan i peelindungh
dan korban harus

e s
bolch hanya beromentast pada peng-

1 menjadi

PSDK.

Perlindungan saksi
bukan sekadar

A i LRSK alia dipeituiy

diakses seluruh masyarakat, tidak
hanya yang berada di kota - kota
besar,” tegasnya.

Yang kini polemik adalah apakah
keberadaan LPSK di daerah diper-
lukan? Ketua Komisi X111 DPR, Willy

itu, Manager Riset Seknas Fitra,
Badiul Hadi meminta kepastian jika
perluasan LPSK tidak berhadap-
hadapan dengan penegak hukum
yang ad

“Perlu d:pastlkan perluasan LPSK

Aditya termasuk yang
agar LPSK diperluas hingga ke
daerah. Alasannya, agar LPSK lebih
dekat dengan masyarakat.

tidak tumpang tin

atau konflik kewenangan.,” ujar dia.
Lalu, bagaimana dengan angga-

rannya? Untuk mengulas lebih jauh

dengan
hukum yang lain? Apakah nantinya

Willy Aditya
dan Badiul Hadi terkait perluasan
LPSK di daerah, berikut petikan

tidak tumpang tindih dengan
da ? Untuk

kauan LPSK. hi
pHspAya b

Wacuna periussan peran dan |Amg—

it
oma peogmfs don \u:lclosla Tndo,
da Banyak

sekoual. Tindak Pid
(1PPO). hinga
ah berada jauh dari

maka akses menjadi mahal. lamba
tidak responsifterhadap situa:

ada catatan
penegak hukum lain
cbera

juksaan, pengadila
layanan korban di dim:
PPA. Perlu dipastikan

Jika LPSK diperluas, apakah
h ada

P g kepolisian
Dtk
al

perlua
LPSK tidak menimbulkan tunpang

ya.

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas Fitra

Perlu Dipastikan Tidak
Terjadi Tumpang Tindih

pansi dilakukan tanpa SDM yang
sanzat sclektif dan independen. justru
bisa menmbulkan kebocoran mior-
masi dan membah: ;

Bagaimana dengan anggarannya.
Apulah tidals membebani negara?

unit

tindih atau konflik
LPSK harus tetap berad:

pada pemulihan

sosial yang scpit. seperti heluanza.
atau aparat

Janngan pohuk lokal,

penegakan hukum.

Plind
admunistrasi,

Hal luin yang perlu diperhutikan?
rzan saksi bukan sekadar
tetapi menyangkut

utin, tetap, dun bu’k«.lan]uh
operasional p
|an5ul\L\ndn relokasi saksi.
tuan medis dan prikolozis karban,
dukungan hukum. Semua iw
jalan dengan angpatan
karena perhindungan saks:

dan dana
1 Neknibel. mren
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